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Polemik Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia

Peperangan dan kejahatan
kemanusiaan lainnya di berbagai
belahan dunia tidak kunjung
berhenti terjadi hingga saat ini. Hal
ini tentu menimbulkan rasa takut
ketidaknyamanan terhadap
masyarakat pada negara-negara
yang mengalami permasalahan
Akibat rasa takut serta
tersebutlah,

mencari

serta

dan

tersebut.

ketidaknyamanan

terpaksa
(suaka)

mereka
perlindungan
mengungsi ke
untuk dapat
hidup sampai konflik di negara
asalnya berakhir. Keadaan tersebut
telah menjadikan mereka
untuk disebut sebagai pengungsi
dan pencari suaka, serta layak
berada di bawah naungan UNHCR.
Para pengungsi dan pencari
suaka tersebut,
perlindungan pada negara-negara
yang telah meratifikasi Konvensi
Pengungsi 1951 dan Protokol 1967
atau yang sering disebut sebagai

negara-negara

tertentu, bertahan

layak

mencari

negara ketiga, namun hal ini tentu
tidaklah mudah. Sebelum para
pengungsi dan pencari suaka
ditempatkan oleh UNHCR di negara
ketiga, tidak jarang para pengungsi
dan pencari suaka harus singgah
terlebih dahulu di negara transit,
salah satunya Indonesia. Kesulitan
lain yang dialami para pengungsi
dan pencari suaka tersebut ialah
bahwa mereka harus menunggu
waktu yang cukup lama sampai
mereka

ditempatkan ke negara
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UNHCR

The UN Refugee Agency

ketiga atau dipulangkan ke negara
Maka
mereka singgah di negara transit
seperti Indonesia,
yang harus melindungi
pengungsi dan pencari
tersebut. Hal ini sebagaimana yang
diamanatkan oleh Konvensi 1951
dan Protokol 1967, bahwa semua
pengungsi itu wajib dilindungi
oleh setiap negara, baik negara
tujuan maupun negara tempat
transit para pengungsi
international (Setiyono, 2017: 280).

asalnya. selama waktu
Indonesialah
para

suaka
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Di Indonesia sendiri jumlah
para pengungsi dan pencari suaka
terus bertambah setiap tahunnya.
UNHCR,
kedatangan pencari suaka yang
mendaftarkan diri di UNHCR di
Indonesia dari tahun ke tahun
adalah 385 di tahun 2008; 3,230 pada
tahun 2009; 3,905 pada tahun 2010;
4,052 di tahun 2011, 7,223 di tahun
2012; 8,332 di tahun 2013; 5,659 di
tahun 2014; dan 4,426 di tahun 2015;
3,112 di tahun 2016 (Lihat: http://
www.unhcr.org/id/unhcr-di-

Menurut jumlah



indonesia). Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah
para pengungsi dan pencari suaka yang berhasil
ditempatkan ke negara ketiga setiap tahunnya. Jumlah
terbanyak para pengungsi dan pencari suaka yang
ditempatkan ke negara ketiga hanya sebasar 898 orang
dalam satu tahun, yakni pada tahun 3013 (Lihat: https://
suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-

perlindungan). Permasalahan ini kian rumit ketika
sejumlah negara-negara ketika yang sebelumnya
menyatakan siap dan berkomitmen untuk menampung
para pengungsi dan pencari suaka, kini mereka
menyatakan hal sebaliknya serta memperkecil jumlah
penerimaan para pengungsi dan pencari suaka. Hal ini
sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Misi Badan
Pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa (UNHCR) untuk

Indonesia, yang artinya makin sedikit peluang
penempatan ke negara ketiga bagi para pengungsi dan
pencari suaka yang singgah di Indonesia

(www.cnnindonesia.com).
telah
memberikan pekerjaan tambahan kepada pemerintah

Berbagai  permasalahan di  atas
Indonesia, karena menumpuknya jumlah pengungsi
dan pencari tidak hanya
membutuhkan tempat penampungan yang cukup,

suaka di Indonesia
namun tentu membutuhkan penanganan-penanganan
serius lainnya; seperti pendataan, pengawasan, dan
pengamanan. Fakta yang terjadi di lapangan ialah
bahwa rumah detensi yang dimiliki Indonesia yang
sangat minim, tidak dapat menampung bahkan hanya
sebagian dari jumlah pengungsi dan pencari suaka yang
ada.

Dari seluruh jumlah pengungsi dan pencari
suaka di Indonesia, hanya sekitar 1.946 orang yang
dapat ditampung oleh 13 Rudenim yang ada di
Indonesia. Selebihnya kira-kira sebanyak 2.000 orang
ditampung oleh community house, dan sisanya tinggal
secara mandiri dengan tetap diawasi oleh dirjen
imigrasi (www.hukumonline.com). Sebagai contoh,
Rudemin Kalideres hanya memiliki 51 kamar untuk
menampung para pengungsi
Kapasitas ideal rudemin tersebut menampung 102

dan pencari suaka.

orang. Namun mirisnya, saat ini rudemin Jakarta Barat
sudah (http://
news.metrotvnews.com).

Hal mendasar seperti tempat tinggal inilah yang
menjadikan para pengungsi sukar untuk mendapatkan

menampung 471 orang

hak-hak kodratinya sebagai manusia, seperti hak untuk
mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, bahkan

pekerjaan. Oleh karena itu, sebagai negara yang
memegang prinsip-prinsip
Indonesia harus lebih giat membenahi instrumen
hukum mengenai penanganan pengungsi, dari mulai
pendataan, penempatan dan pemindahannya ke negara
ketiga. Mencontoh negara Thailand, Indonesia pun

teguh kemanusiaan,

dapat berkomitmen untuk senantiasa mematuhi asas
non-refoulement dan memerangi tindakan kejahatan
perdagangan manusia terhadap para pengungsi dan
pencari suaka di Indonesia (Augita, 2017: 36). Selain itu,
Indonesia juga harus terus memperkuat koordinasi dan
kerjasama dengan UNHCR untuk Indonesia, karena
demi menyelesaikan permasalahan pengungsi, perlu
sinergitas yang kuat tidak hanya dari komitmen
nasional melainkan komitmen seluruh negara-negara di
dunia serta berbagai instrumen Internasional lainnya.
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